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BUPATI SUPIORI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayal 6)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah dan Pasal 111 avat (8) Peraturan Pemerintah Tahun
2014 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kepda Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan Bersama,

bahwan Rancangan  Peraturan Daerah tentang Anpearan
Pendapatan  dan Belanjga Daerah (APBD] yang diajukan
schagmimana  dimaksud  dalam  hurul a, merupakan
perwujudan dan rencann keuangan tahunan Pemerintnh
Dacrah yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon
Anggaran  yang telah  dibahas dan diselujui  bersama
Pemenntah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan ditetnpkan dengan Peraturan Dacrah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hunuf a dan hurul b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Supion tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Darrah Tahun Anggaran 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1969, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); {
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11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Pr:mltf;;’:ﬂ
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repu )
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tnmbnhqn Lembaran I‘nl_egl;“lrh
Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah dml[;

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 lr:nwgf,
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun f
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bnngulnafg‘n
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun E[JDC: Nomor :
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

ndang-Undan Nomor 28 Tahun 1999 'tentan_g
gcnyc]fnggaraai Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan horupii.
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indom:::lm
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nemeor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor ] Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Rabupaten Supion di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomeor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66

'll‘ggxbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent 1

) : ang Penmbang:
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daecrah |Lcmb]?1§n12
Negara Republik Indonesin Tahun 2004 Nomeor ‘125

Tambahan Lemb: i i
o mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentan
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Re
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 5049);

g Pajak Daerah
publik Indonesig
Lembaran N

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent

ang P
Perarivac, Perundang-undangan (Lembaran g Pembentukan

Negara Repub)ik
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2, Tamhahan Lemhbaran

Indonesin Tahun 2011 Nomor H lah
52.34) sehagaimani 1eli

Negara Republik Indonesi Naormar e
dHfh-th r;-rnrun Undang-Undang, Nomof 15 Tn!nfn 2014
tenitang Pr-ru-h;nhun Atas Undang Undang Namaor 'f Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang ‘1'”'1‘:“5'?":
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2019 Nomo
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesn Nomor

6I98);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Prmrnnlahm:
Darrah (Lembaran Neguara Republik Indonesia Tahun 201
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), scbagaumana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penctapan I’rr.:ctfur:m
Pemenntah Penpgant Undang-Undang Namor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tuhun
2014 tentang Pemenntahan Daerah menjad Und1|=1n-Und¢Lnﬂ
(Lembaran Negara Repubhik indonesin Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor

5679),

Peraturnn Pemenntah Nomor 7 Tohun 1977 tcntang, Peraturan
Gap  Pepawmr Negen Sipl  (Lembaran Negari Republik
Indonesta Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 3098) schagamana telah
diubah beberapa kali terakhir denpan Peraturan Pemenntah
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas
Atas Peraturan Pemenntah Nomor 7 Tahun 1977 lenlang
Peraturan  Gap  Pegawm  Negen Sipil  (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 413),

Peraturan  Pemenntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Dacrih  (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomaor 4028,

Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Penumbanpan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 457 5],

Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistemn
Informas: Keuanpan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesis Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Nepara Indonesia Nomor 457H) sebagaimana telah diubah
denpan Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomaor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Infoemasi Keuangan Daecrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 110, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5155),

Peraturan Pemenintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinenja Instansi Pemenntah (Lembaran Nepara
Repubhik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, T*'imh-'li'li!n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614} ;

Peraturan Pemenintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyvelenggaraan Pemenntahan Daerah kepada Pmcnnu;_h
Laporan Keterangan Pertanggungawaban Kepala Darrahl,
kepada Dewan Perwalalan Rakyat Daerah dan Informasi
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24,
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26.

27.

28.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan l{cuangqn
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sland:;r
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penelapan Kepala
Daerah Atau Dibayarkan Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tenlang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Infoemasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Angpota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
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33.

34.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 :jc?::;.g
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik In [:')c ';ra
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran .
Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 R:Eﬂljg:'lﬂf
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ncgﬂml,em%aran
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Fcngadam;
Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pcmhanﬁun;a
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Baral (Lembaran Neg
Republik Indonesia Tahun 2092 Nomor 60);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pcngadgﬁﬁ
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Tunjangan Khusus Provinsi Papua,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah $crta
Pelaksanaan dan Pertangungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009_
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana  Alokasi
Khusus di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang  Pemberian  Hibah  Dan Bantuan Sesial Yang
Bersumber Danl Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4350)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Mentenn Dalam  Negen Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Dacrah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Namor
4635);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Benita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daecrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Mentenn Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

" . , Beri
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); e

{
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T;“ Nelanin: Daeralt Kabupaten aplord Taln Arpgaratl
RILAS

20 Peratunan Daerady Kabingpaten Hupion Nomor ¢ ‘Tahun 2011
tentang Pagak Daerah (Lembaran Daernht Kanbupaten HSuplor
Tabivin 20101 Nomaor 1),

A3, Peraturan Daerah Kabupaten Suplord Nomor 6 Tohun 2011
tentong Retribusd Daerah (Lemmbaran Daerah Knbupaten
Suplon Talan 2011 Nomor H);

A4, Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahan 2016
Tentang Organisasi Peranghnt Daernh Kobupoten Supiorl
(Lembaran Dacraly Knbuapaten Supiori Tahun 2016 Nomor 1)

45, Peraturan Daerah Kabupaten Suplori Nomor 4 Toahun 2017
Tentang, Hak Kevangan Dan Administratl Pimpinan Dan
Angrota Dewan Perwakilan Rakynl Daerah Kabupaten Supiord
(Lembaran Dacraly Kabupaten Supiori Tahiun 2017 Nomor 4);

Dengan Persctujuan Hersama
DEWAN PERWAKILAN RARYAT DAERAN KABUPATEN SUPIORI
Dan
BUPATI SUPIORI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPLORI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Supiori selaku pemegang kekuasann pengeloloan
keuangan daerah dan mewankili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayoan
daerah vang dipisahkan. ’

b. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perdn odalah peraturan Doerah
Kabupaten Supion

¢. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana kenangan tabunan dacrah ynng ditetapkan dengan Perda.

Pasnl 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanjn daerah, dan pembiaynan daerah

Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerali Tahun Angearan 2021 direncanonkan sebesar Rp
634.274.631.369,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh l‘ulul;
Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tign Ratus Enam Puluh Sembilan
Rupiah). yang bersumber dari :
o, Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;
. Lain-lain pendapatan dacroh yang sah. A
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) Pananl 4

(1) P‘F’“‘-l'-li‘il’lm\ asli daernh  sebagaimann dimaksud  dadom Pasal 3 hurul n
divencanakan sebesar Rp. 11,107,895,000,00 (Sebelon Milyor Berptun Tujub Juli
Delapan Ratus Sembilan Pulub L Ribu Rupinh), yunp, terdici ntns

v Pagak dacrah;
b, Retribusi doerahs
¢. Hasil pengelolann kekayaan daernh yang dipisahlkan; doan
d. Lain-lain pendapatan nshi daerah yang anh.

(2) Pajuk daerah sebaguimana dimulesud padin nyat (1) huraf o direnennakon schesinr
Rp. 3.225.000.000,00 (Tign Milyar Dun Ratus Dun Pulul Lima Jutn Rupinh).

(3) Retnbusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 405.000.000,00 (Empnt Ratus LimaJduta Rupinh).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan duerah yang dipisnhkan sebogaimani dimakaud pada
avat (1) huruf ¢ direncanakon sebesar Rp, 2.000.000,000,00 (Dua Milyar Rupiah).

{5) Lan-lain pendapatan asli daernh yong snh sebagnimaoni dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.477 §05.000,00 (Lima Milyar Kmpat Ratus
Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Pulub Lima Ribu Rupiah).

-

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimoksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan
sebesar Rp. 617.531.084.369,00(Enam Ralus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tiga
Puluh Satu Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tign Rotus Ennm Puluh Sembilan
Rupiah), yang terdiri atas .

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemenntah pusat scbapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp. 008 068 566.757,00 (Ennm Ratus Delapan Milyar
Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Limn Ratus Enam Puluh Enam Ribu
Tujuh Rartus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

(3) Pendapatan transler antar daerah sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan scbesar Rp. 8.562.517.612,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Enam
Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah)

Pasal 6
Lain -lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Kp. 5 635 652 000,00(Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima
Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan scbesar  Rp.
683.064.259.418,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Empat Juta
Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah) yang terdiri
atas:

a. Belanja operasional;

b. Belanja Modal,

c. Belanja udak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal B

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufl a
direncanakan sebesar Rp. 483.220.225.158,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga
Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Lima
Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
¢. Belanja hibah; dan
d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawali schagaimana dimaksud pada amyat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 226.526.667.450,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus
pua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima

puluh Rupiah) ‘
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(3 Bl'llllljﬂ barang dan jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
E‘[‘t esar Rp. 2%0.3?9.3]?.708,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus
Ruu.h]i’luluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan

upiah

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan scbesar
Rp. 9.854.866.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta
Dclapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp. 7.558.874.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Jula

Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

Pasal 9
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurul b
direncanakan sebesar Rp. 124.100.301.404,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar
Seratus Juta Tiga Ratus Satu Ribu Empat Ratus Empat Rupiah], yang terdiri atas ;

a. Belanja modal tanah,
b. Belanjn modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal gedung dan bangunan,
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
¢. Belanja modal asct tetap lainnya,
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
scbhesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan scbesar Rp. 41.897.907.140,00 (Empat Puluh Satu Milyar Delapan
Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ralus Tujuh Ribu Sratus Empat Puluh

Rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan |
direncanakan sebesar Rp.
Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan R
Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.901.533 398,00 (Tiga Puluh Lima Milyar
Sembian Ratus Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ralus Sembilan
Puluh Delapan Rupiah]

(6) Belanja modal aset tetap lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl e
direncanakan sebesar Rp. 858.031.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan

Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

yangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
14.442.829.866,00 (Empat Puluh Empat Milyar Empat
atus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c
direncanakan scbesar Rp. 2.600.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah),

yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11
Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan
sebesar Rp. 73. 043.732.856,00(Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Tiga juta Tujuh
Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas

Belanja bantuan kcuangan.

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.
48.789.628.049,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan
Juta Enam Ratus Dua Puluh Dclapan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri

atas Penerimaan Pembiayaan.

Pasal 13
Anggaran penerimaan pembiayaan scbagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf
direncanakan sebesar Rp. 48.789.628.049,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh
Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat
puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan angparan tahun

anggaran sebelumnya . %
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(1) Selisih antara anggaran

Pasal 14
pendapatan daerah dengan anggaran belanja duerah

mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit] schesar (Rp. 48.749.6G28.64%9 04
(Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam
Ralusr[)ua Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah).

(1) P{:mbilayaan neto yang merupakan sclisih Pembiayaan neto yang merupkan selisth
penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp. 48.789.628.049,00 (Empal Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh

Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Sembilan
Rupiah).

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala
Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditctapkan dalam
peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2021.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a

b.
c.

Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
Pelaksanaanoperasi pencanian dan pertolongan; dan/atau

Kerusakan sarana/prasarana yang dapal menggangu kcgiatan pelayanan
publik.

(3] Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a

b.
C.

Kebutuhan dacrah dalam rangka peclayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,

Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
Pengeluara daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebclumnya, serta amanat  peraturan perundang-
undangan; dan/fatau

Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi Pemenintah Dacrah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih Janjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagmimana dimaksud
dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian udak terpisahkan
dari Peraturan Daerah Kabupaten Supiorni ini terdin dani .

1.

Lampiran 1 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,

2. Lampiran Il Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan

3.

Pemerintahan Daerah dan Orgamsasi,

Lampiran [lI Rincian APBD Menurut  Urusan Pemerintahan Dacrah,

Organisasi, Program, Kegatan, Sub Kegiatan Kelompaok, Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,

. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

9.

Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas

Organisasi, Program, Kegialan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemeritah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara,

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM,
Lampiran VIl Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
Lampiran VIII  Sinkronisasi Program, Kegialan dan Sub Kegiatan pada RKPD

dan PPAS dengan Rancanpgan APBD;

Nasional dengan Program
Prioritas Daerah.

10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:
11.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12.Lampiran Xl Daftar Penyertaan Modal Daerahdan Investasi Daerah Lainnya;

d

Dipindai dengan CamScanner



—

13.Lampiran XIIl  Dafltar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asct Tetap
Dacrah dan Aset Lain-lain;

14.Lampiran XIV  Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum
Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dala Tahun Anggaran
Yang Dircncanakan;

15.Lampiran XV Daltar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI  Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17
Bupati menetapkan perturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Sorendiweni
Ariapgegal 7 April 2021
A \

Diundangkan di Sorendiwen
pada tanggal 8 April:2D21
Sckretank Qacrﬂﬁwahg;:}n_l\cn Supiori

. AR

Tl Al |
Dra. FERRA WANGGAI, MiSi
NIP. 1966(}817 199003 2,019

1) Y
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